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ABSTRAK

Pesatnya pertumbuhan penyedia layanan pinjam - meminjam uang berbasis teknologi informasi
tersebut rupanya belum diimbangi dengan edukasi yang memadai kepada masyarakat, sehingga
menimbulkan berbagai efek/resiko yang muncul dari banyaknya macam pinjaman online dan
masih banyaknya ditemukan perusahaan penyelenggara yang tidak terdaftar atau illegal serta
potensi bocornya data pribadi pengguna yang dapat disalahgunakan oleh perusahaan
penyelenggara atau pihak lain. Perlindungan konsumen dimaksudkan sebagai segala upaya yang
menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen, sebagaimana pada Pasal 1
angka 1 UUPK. Masalah yang timbul adalah bagaimanakah perlindungan hokum bagi konsumen
dalam perjanjian pinjaman on line? Bagaimana Langkah — langkah apa yang telah ditetapkan oleh
pemerintah dalam melindungi konsumen terkait dengan fintech /pinjaman online yang illegal?
Hasil dari penelitian ini menunnjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen dengan
melakukan sistem pengawasan perusahaan berbasis fintech sangat berkaitan dengan permasalahan
hukum perlindungan konsumen yang secara umum diaturdalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen. Sistem pengawasan yang dilakukan pemerintah (dalam hal ini OJK)
terkait perusahaan fintech itu sendiri. Langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah
pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016
tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi.
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ABSTRACT

The rapid growth of information technology-based lending and borrowing service providers has
apparently not been matched by adequate education to the public, resulting in various effects/risks
that arise from the many types of online loans and there are still many companies that are
unregistered or illegal as well as the potential for data leaks. the user's privacy that can be misused
by the organizing company or other parties. Consumer protection is intended as all efforts that
guarantee legal certainty to provide consumer protection, as in Article 1 point 1 UUPK. The
problem that arises is how is the legal protection for consumers in online loan agreements? What
steps have been set by the government in protecting consumers related to fintech / illegal online
loans? The results of this study are legal protection for consumers by carrying out a fintech-based
company supervision system that is closely related to consumer protection legal issues which are
generally regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Supervision
systems are carried out by the government (in this case OJK) regarding the fintech companies
themselves. The step that must be taken by the government is that its implementation must be guided
by the Regulation of the Financial Services Authority No. 77 /POJK.01/2016 concerning

Information Technology Lending and Borrowing Services.

Keyword : Legal Protection For Consumers In Online Loans

PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah

Pinjaman Online adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedian jasa keuangan yang
beroperasi secara online. Penyediaan pinjaman online tersebut biasa dikenal dengan sebutan
fintech.1* Pinjaman Online yang langsung cair dan tanpa jaminan merupakan solusi alternatif bagi
masyarakat yang membutuhkan danatunai tanpa harus mengajukannya secara tatap muka. Pesatnya

pertumbuhan penyedia layanan pinjam - meminjam uang berbasis teknologi informasi tersebut

14 https.//www.online-pajak.com/tentang-pajak/pinjaman-online
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rupanya belum diimbangi dengan edukasi yang memadai kepada masyarakat, sehingga
menimbulkan berbagai efek/resiko yang muncul dari banyaknya macam pinjaman online dan masih
banyaknya ditemukan perusahaan penyelenggara yang tidak terdaftar atau illegal serta potensi
bocornya data pribadi pengguna yang dapat disalahgunakan oleh perusahaan penyelenggara atau

pihak lain.

Untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, maka pada tahun 2016 OJK
menerbitkan peraturan baru yaitu POJK No. 77/ POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam
Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. peraturan ini selanjutnya dijadikan dasar terhadap

pengawasan dan pengaturan mengenai fintech.

Diterbitkannya Peraturan OJK tersebut, ternyata belum cukup untuk mencegah lahirnya
perusahaan fintech illegal atau yang tidak mendaftarkan pada OJK. Menurut Pasal 7 POJK No. 77/
POJK.01/2016 menentukan, bahwa: “Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perijinan
kepada OJK”, kemudian pada Pasal 1 ayat (6) POJK No. 77/ POJK.01/2016 menentukan, bahwa
“Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya
disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan
mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.” Selanjutnya
pada Pasal 8 ayat (2) POJK No. 77/ POJK.01/2016 menentukan, bahwa “Penyelenggara yang telah
melakukan kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebelum
peraturan OJK ini diundangkan, harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK paling
lambat 6 (enam) bulan setelah peraturan OJK ini berlaku.” Berdasarkan ketentuan dari beberapa
pasal tersebut POJK mewajibkan kepada perusahaan fintech untuk mendaftarkan perusahannya
kepada OJK, namun dari peraturan-peraturan yang dikeluarkan OJK tersebut tidak ditemukan
sedikitpun sanksi terkait tidak didaftarkannya perusahaan- perusahaan fintech tersebut, selain itu

juga peraturan tersebut tidak mengatur mengenai batasan bunga pinjaman.

Tidak adanya sanksi terkait perusahaan-perusahaan fintech yang tidak mendaftarkan
perusahaan pada OJK ditengarai menjadi salah satu sebab tumbuh suburnya fintech illegal. Hal ini
tentu saja dapat mengakibatkan masalah, dimana perusahaan fintech yang tidak terdaftar pada OJK
tersebut juga menyalurkan pinjaman online kepada masyarakat. Adanya pinjaman online dari
perusahaan fintech ilegal ini tentu saja dapat merugikan masyarakat, dimana banyak terjadi

pelanggaran. Beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pinjaman online ilegal tersebut adalah cara
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penagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan, beban bunga yang tidak wajar, sampai pada

penyebaran informasi data pribadi pengguna.t®

Tidak hanya itu beberapa pelanggaran lain juga banyak ditemukan seperti adanya teror dan
pengancaman saat penagihan, fitnah, pelecehan seksual hingga peminjaman di tempat lain yang
dilakukan oleh sejumlah perusahaan peminjaman online dengan menggunakan KTP peminjam
(korban) sehingga tagihan dan bunga pinjaman kemudian akan dibebankan kepada peminjam

(korban). Dari adanya pelanggaran tersebut terdapat dampak yang ditimbulkan seperti pernah

terjadi kasus sopir taksi yang meninggal gantung diri karena tidak mampu mengembalikan pinjaman
akibat bunga yang terlalu tingi, kemudian kasus lainnya seperti peminjam yang kehilangan
pekerjaan dikarenakan pihak pinjaman online menghubungi atasan tempat peminjam bekerja,

sebagai salah satu akibat pihak pinjaman online yang dapat mengakses daftar kontak peminjam.16

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen dengan
melakukan sistem pengawasan perusahaan berbasis fintech sangat berkaitan dengan permasalahan
hukum perlindungan konsumen yang secara umum diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen. Karena salah satu kunci agar konsumen dapat terlindungi hak-haknya
adalah berasal dari sejauh mana regulasi terkait pengawasan dan sistem pengawasan yang dilakukan
pemerintah (dalam hal ini OJK) terkait perusahaan fintech itu sendiri Langkah yang harus dilakukan
pemerintah adalah pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.

77 /IPOJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi.
Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan penulis sebelumnya, maka dapat

15 Anonim. (2019). Maraknya Kasus Pinjaman Online Dan Penyebaran Data Nasabah. CNN
Indonesia. Availablefrom:URL:https.//www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190326134104-297-

380774/maraknya-kasus- pinjaman-online-dan-penyebaran-data-nasabah.

16 Kencana, M.R.B. (2019). LBH Jakarta: Terror Utang Pinjaman Online adalah Pelanggaran HAM.
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dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelindungan hukum terhadap hak-hak pribadi pengguna layanan sebagai
konsumen pinjaman online menurut Peraturan Perundang-undangan?
2. Bagaimana pemerintah dalam melindungi konsumen terkait dengan fintech /pinjaman

online yang llegal?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian memuat jenis penelitian hukum normatif, karena fokus kajian berangkat
dari kekosongan norma. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan
pendekatan sejarah. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan.
Sumber bahan hukum terdiri dari sumber hukum primer dan sekunder. Seluruh bahan hukum yang

telah terkumpul, selanjutnya dianalisis secara deksriptif.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pinjaman Online/Fintech Menurut
Peraturan Perundang-undangan

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-
hak asasi manusia yang dimiliki subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan
atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungisuatu hal dari hal lainnyat’.”
Perlindungan hukum juga merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari
perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk
mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati

martabatnya sebagai manusial8.8

17 Hadjon, Philipus M. (1987) Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: PT. Bina
IImu, Surabaya.h. 25.

18 Setiono. (2004) Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta.
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Terkait perlindungan hukum terhadap pengguna pinjaman online, POJK No.77/POJK.01/2016
mengatur mengenai hak-hak yang dimiliki oleh pengguna jasa pinjaman online, sebagaimana
diuraikan padakewajiban dan larangan penyelenggara pinjaman online, yaitu terdapat pada beberapa
pasal, antara lain:

Pasal 30 Ayat (1): “Penyelenggara wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi terkini
mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang akurat, jujur, jelas,
dan tidak menyesatkan.”

Pasal 31 Ayat (1): “Penyelenggara wajib menyampaikan informasi kepada Pengguna tentang
penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis
Teknologi Informasi.”

Pasal 32 Ayat (1): “Penyelenggara wajib menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang
sederhana dalam bahasa Indonesia yang mudah dibaca dan dimengerti oleh Pengguna dalam setiap
Dokumen Elektronik.”

Pasal 36 Ayat(1): ”Dalam hal Penyelenggara menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut
wajib disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.”

Pasal 36 Ayat (2): “Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan oleh
Penyelenggara dilarang:

a. menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Penyelenggara kepada Pengguna;
dan
b. menyatakan bahwa Pengguna tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau

perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Penyelenggara dalam periode Pengguna memanfaatkan
layanan. ”

Pasal 37 “Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian Pengguna yang timbul akibat
kesalahan dan/atau kelalaian, Direksi, dan/atau pegawai Penyelenggara.”

Pasal 39 ayat (1) dan (2): “Penyelenggara dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau
informasi mengenai Pengguna kepada pihak ketiga, kecuali Pengguna memberikan persetujuan
secara elektronik; dan/atau diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang- undangan.”
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Pengguna jasa pinjaman online sebagai konsumen, memiliki hak-hak sebagaimana diatur pada Pasal
4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat
UU Perlindungan Konsumen) menentukan, bahwa: “Hak konsumen adalah :
1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai
dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan
konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabilabarang
dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

1. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Menurut POJK 77/POJK.01/2016 Pasal 29 menentukan, bahwa: “Penyelenggara wajib menerapkan
prinsip dasar dari perlindungan Pengguna yaitu: transparansi; perlakuan yang adil; keandalan;
kerahasiaan dan keamanan data; dan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan
biaya terjangkau.” Berkenaan dengan hal tersebut, maka pelaku usaha yang melanggar hak-hak
pengguna layanan pinjaman online sebagai konsumen dapat dikenai sanksi. Menurut Pasal 47 ayat
(1) POJK 77/POJK.01/2016 “Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini,
OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa: peringatan
tertulis; denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; pembatasan kegiatan usaha;

dan pencabutan izin.”
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Pada dasarnya, hubungan antara konsumen dan pelaku usaha adalah hubungan hukum
keperdataan, tetapi UU Perlindungan Konsumen juga mengenakan sanksi pidana bagi pelanggar hak-
hak konsumen, sebagaimana UU Perlindungan Konsumen Pasal 45 Ayat (3) menentukan, bahwa
“Penyelesaian di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 tidak menghilangkan tanggung
jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang. 1°° Hubungan antara pengguna dan
penyelenggara layanan pinjaman online diikat oleh suatu perjanjian yang menggunakan media
elektronik. Terkait perlindungan terhadap pengguna layanan pinjaman online Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE) mengaturnya dalam beberapa
pasal, antara lain:

Pasal 26 ayat (1) dan (2):

“Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui
media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang
yang bersangkutan.”

“Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan
gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undangini.”

Pasal 45 ayat (3):

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan
dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Pasal 45B:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara
pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidanadengan pidana penjara paling lama 4 (empat)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Adanya aturan dengan tujuan memberikan perlindungan kepada pengguna layanan pinjaman

1% Susanto, Happy. (2008). Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan. Jakarta: Visimedia.
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online ternyata belum mampu mencegah terjadinya pelanggaran terhadap pengguna layanan pinjaman
online. Pelanggaran tersebut kini ternyata telah mengarah kepada ancaman dan teror terhadap para
pengguna layanan pinjaman online yang dianggap lalai dalam melakukan pembayaran. Pada
perkembangannya, privacy tidak saja dilindungi oleh hukum tapi juga termasuk oleh norma-norma
budaya, etika dan praktik-praktik bisnis/profesional. 2°Pelanggaran HAM dapat terjadi juga pada
ancaman pelaporan kepada pihak kepolisian terkait ketidakmampuan pengguna layanan pinjaman
online dalam melakukan pembayaran. Pasal 19 Ayat (2) UU HAM menentukan, bahwa “Tidak
seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan
ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang.” Isi pasal
tersebut berarti bahwa ketidakmampuan membayar pinjaman tidak dapat

dijadikan alasan dalam melakukan pemidanaan terhadap pengguna layanan pinjaman online. Dalam
hal ini Anggota Komisioner Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Mohammad Choirul Anam
menyatakan bahwa penegak hukum tidak dapat menjerat pengguna layanan sebagai debituryang tidak
mampu membayar pinjaman tersebut mengingat, permasalahan tersebut termasuk kategori perjanjian
utang-piutang bukan ranah pidana melainkan perdata. Apabila, aparat penegak hukum tetap
memberikan sanksi pidana kepada debitur maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap
undang- undang.??

Walaupun tidak terdapat sanksi dalam UU HAM, namun menurut penjelasan UU HAM
pelanggaran terhadap HAM dapat dikenakan sanksi pidana, perdata dan/atau administratif, yaitu
menenetukan:

“Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia ini adalah merupakan payung dari seluruh peraturan

perundang-undangan tentang hak asasi manusia. Oleh karena itu, pelanggaran baik langsung maupun

20 Astuti, Sri Ayu. (2020). Era Disrupsi Teknologi 4.0 dan Aspek Perlindungan Data Hak Pribadi.
PAJOUL (Pakuan Justice Journal of Law), 1(1).

2 . (2020). Gagal Bayar Pinjaman Fintech, Bisakah Dikenakan Pidana. Available
from: https://www.kai.or.id/berita/16910/gagal- bayar-pinjaman-fintech-bisakah- dikenakan-
pidana.html. (diakses 23 Maret 2021)
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tidak langsung atas hak asasi manusia dikenakan sanksi pidana, perdata, dan atau administratif sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Aturan-aturan yang dibentuk tersebut berupaya memberikan perlindungan terhadap pelanggaran
yang dilakukan oleh penyelenggara layanan pinjaman online berupa sanksi pidana ataupundenda.
Akan tetapiperlu adanya upaya pemerintah untuk mencegah dan menangani berbagai kasus kejahatan
serta penyelesaian sengketa yang terjadi antara penyelenggara dan pengguna layanan pinjaman
online. Adapun bentuk perlindungan tersebut dapat dibagi 2, yaitu:

1. Perlindungan preventif, yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah
terjadinya sengketa, salah satunya melalui upayasosialisasi yang dilakukan oleh pihak OJK
bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka memberikan
pengetahuan kepada masyarakat mengenai pinjaman online dari berbagai aspek baik
legalitas, sukubunga, metode penawaran dan sebagainya. Selain itu juga perlu melakukan
koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Badan Pembinaan Hukum
Negara (BPHN) agar dapat membantu dalam memberikan penyuluhan hukum mengenai
dampak dari penggunaan pinjaman online illegal terutama yang berkaitan dengan
pelanggaran HAM.

2. Perlindungan refresif adalah perlindungan hukum yang tujuannya untuk menyelesaikan
sengketa, apabila ada pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pengaduan agar
sengketa yang terjadi dapat segera terselesaikan.

Selanjutnya menurut Pasal 39 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 Tentang
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat POJK No0.1/POJK.07/2013)
bahwa:??

Ayat (1) “Dalam hal tidak mencapai kesepakatan penyelesaian pengaduan, Konsumen dapat
melakukan penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau melalui pengadilan.”

Ayat (2) “Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat

Q) dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa.”

Ayat (3) “Dalam hal penyelesaian sengketa tidak dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian
sengketa sebagaimana dimaksud padaayat (2), Konsumen dapat menyampaikan permohonan kepada

Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh

22 pergturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 Tentang Perlindungan
Konsumen Sektor Jasa Keuangan
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pelaku di Pelaku Usaha Jasa Keuangan.”
Fungsi Pengawasan OJK terhadap Perlindungan Konsumen pada Pinjaman Online

Salah satu tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah untuk melindungi
kepentingan konsumen dan masyarakat dalam melakukan kegiatan dalam sektor jasa keuangan.
Perlindungan konsumen yang diamanahkan kepada OJK disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 4
(c) UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat UUOJK) yang
dinyatakan sebagai berikut, “OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan didalam sektor
jasa keuangan: (c) mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat”.?® Perlindungan
konsumen di sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang
andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha Jasa
Keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga mampu meningkatkan
kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan. Perlindungan konsumen yang diberikan OJK
dianggap penting mengingat begitu kompleknya aktivitas dalam sektor jasa keuangan. Perlindungan
konsumen yang difasilitasi OJK dapat berupa tindakan
pencegahan kerugian konsumen, pelayanan pengaduan konsumen dan pembelaan hukum (lihat
Pasal 28 s.d 30 UUOJK).

Berbicara mengenai hukum perlindungan konsumen erat hubungannya dengan konsumen itu
sendiri. Menurut Shidarta ( 2016) suatu peristiwa hukum perlindungan konsumen dikatakan sudah
terjadi apabila ‘konsumen’ secara langsung terlibat di dalamnya. Jika tidak, maka bisa dipastikan
bahwa area hukum itu bukan bidang hukum perlindungan konsumen. Menurut UU No. 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah ‘segala
upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen’.
Perlindungan ini perlu diberikan karena selama ini konsumen dirasa selalu berada dalam posisi yang

lemah jika berhadapan dengan para pelaku usaha sehinga perlu dilindungi.

23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5253).
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Mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga penyelesaian sengketa alterantif yang
efektik juga ditawarkan kepada konsumen agar sengketa dapat diselesaikan secara cepat.
Perlindungan konsumen dalam sektor keuangan agar berjalan dengan maksimal, maka lima prinsip
diatas harus dipahami dan diaplikasikan baik oleh OJK maupun konsumen. Prinsip ini memberi
petunjuk umum yang kemudian dijabarkan secara eksplisit dalam pasal-pasal yang ada. Komitmen
OJK dalam memberikan perlindungan kepada konsumen diharapkan konsisten. Berbagai inisiatif
yang direncanakan terkait dengan perlindungan konsumen mesti dijalankan agar perlindungan
konsumen dalam sektor jasa keuangan dapat berjalan dengan baik.

Upaya Pemerintah Dalam Melindungi Konsumen Terkait Dengan Fintech /Pinjaman Online
yang ilegal

Minimnya informasi yang diberikan oleh pelaku usaha terkait proses pinjam meminjam
seperti besaran bunga, biaya administrasi. Kemudian terkait tingginya biaya bunga dan administrasi,
proses penagihan yang di dalamnya terdapat tindak pidana fitnah, penipuan, pengancaman dan
penyebaran data pribadi hingga sampai pada pelecehan seksual Seolah-olah memberikan
keuntungan, ternyata kegiatan fintech ilegal justru menjebak dan merugikan masyarakat. Korban
dikenakan bunga dan dendayang tinggi, jangka waktu yang singkat, menyalin daftar kontak yang
kemudian dipergunakan untuk mengintimidasi atau meneror korbannya kalau tidak mau melunasi

pinjaman.24

24 Jafar, A. B. (2019). Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terkait Perlindungan

Konsumen Pada Layanan Peer To Peer Landing Fintec. Al AHKAM, 7(2).
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OJK sebenarnya sudah banyak melakukan pemblokiran pinjol ilegal, namun pinjol ilegal
baru terus bermunculan, salah satu penyebabnya adalah kemudahan teknologi yang membuat
development aplikasi pinjol ilegal mudah dilakukan. Di sisi lain, masih banyak masyarakat yang
mudah tergiur dengan penawaran pinjol ilegal. Mudah, cepat dan praktis adalah slogan yang biasa
ditawarkan pinjol ilegal, padahal ada risiko berbahaya dibalik slogan itu. Negara, melalui OJK
sebenarnya telah memiliki instrumen hukum untuk mengatur pinjol, bahkan sudah dibentuk Satgas
Waspada Instansi yang beranggotakan OJK dan instansi lainnya.

Kondisi konsumen yang lemah dan banyak dirugikan, memerlukan peningkatan upaya
untuk melindungi, sehingga hakhak konsumen dapat ditegakkan. Namun sebaliknya, perlu
diperhatikan bahwa dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, tidak boleh justru
mematikan usaha pelaku usaha, karena keberadaan pelaku usaha merupakan sesuatu yang esensial
dalam perekonomian negara. Oleh karena itu, ketentuan yang memberikan perlindungan kepada
konsumen juga harus diimbangi dengan ketentuan yang memberikan perlindungan kepadapelaku
usaha, sehingga perlindungan konsumen tidak justru membalik kedudukan konsumen dari
kedudukanyang lemah menjadi lebih kuat, dan sebaliknya pelaku usaha yang menjadi lebih lemah.
Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk
memberi perlindungan kepada konsumen.2®

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dirumuskan
dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional dalam rangka membangun manusia
Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar
negara Pancasila dan konstitusi negara. Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini
merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang
perlindungan konsumen, serta tidak menafikan masih terbuka kemungkinan terbentuknya undang-
undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen.

Kedudukan pelaku usaha yang berada pada posisi yang lebih kuat, baik secara ekonomis maupun

25 Priyonggojati, A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam
Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending. Jurnal USM Law Review,

2(2), 162- 173.
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segi kekuasaan (bargaining power, bargaining position) dibandingkan dengan konsumen.

Oleh sebab itu, konsumen sangat memerlukan bantuan advokasi, perlindungan, serta upaya
penyelesaian sengketa secara patut atas hak-hak konsumen Kerugian yang dialami akibat kurang
kritisnya konsumen terhadap barang/jasa yang ditawarkan tersebut tidak terlepas dari
tingkatpendidikan konsumen yang rendah, sedangkan teknologi komunikasi semakin maju,
sehingga dengan mudah dapat menjangkau masyarakat luas. Salah satu penyebab lambannya
sistem perlindungan konsumen di Negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah sikap
pemerintah yang cenderung melindungi kepentingan industri sebagai faktor esensial dalam
pembangunan negara yang sedang berkembang Oleh sebab itu, pembahasan konsumen akan selalu
aktual dan selalu penting untuk dikaji ulang.

Keberadaan UUPK ini, adalah untuk menjamin kepastian hukum perlindungan konsumen
dengan terpenuhinya hak-hak konsumen, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 (UUPK) ini
dijadikan sebagai payung (umbrella act) bagi perundangundangan lain yang bertujuan untuk
melindungi konsumen, baik yang sudah ada maupun yang akan berlaku kemudian.

Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi konsumen dengan melakukan
sistem pengawasan perusahaan berbasis fintech sangat berkaitan dengan permasalahan hukum
perlindungan konsumen yang secara umum diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen. Karena salah satu kunci agar konsumen dapat terlindungi hak-haknya
adalah berasal dari sejauh mana regulasi terkait pengawasan dan sistem pengawasan yang
dilakukan pemerintah (dalam hal ini OJK) terkait perusahaan fintech itu sendiri. Langkah yang
harus dilakukan pemerintah adalah pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi.

PENUTUP
Perlindungan hukum bagi konsumen dengan melakukan sistem pengawasan perusahaan
berbasis fintech sangat berkaitan dengan permasalahan hukum perlindungan konsumen yang
secara umum diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena
salah satu kunci agar konsumen dapat terlindungi hak-haknya adalah berasal dari sejauh mana
regulasi terkait pengawasan dan sistem pengawasan yang dilakukan pemerintah (dalam hal ini

OJK) terkait perusahaan fintech itu sendiri.
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Langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah pelaksanaannya harus berpedoman pada
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam
Teknologi Informasi. pinjol legal atau ilegal, karena faktanyaditemukan pelanggaran hukum baik
oleh perusahaan pinjol legal maupun perusahaan pinjol ilegal. langkah-langkah preventif seperti
lebih banyak melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, dengan tujuan semakin
banyak masyarakat yang paham bagaimana memilih layanan pinjol yang kompeten serta

memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi saat menggunakan layanan pinjol.
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